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BABI 

PENDAHULUAl� 

1.1. Latar Belakang KKL 

Mata Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah mata kuliah wajib bagi 

seluruh program studi Universitas Medan Area. Mata kulia ini bertujuan agar 

para Mahasiswa universitas Medan Area selain mendapatkan pengajaran di 

kampus juga mendapatkan ilmu diluar kampus yaitu dengan melaksanakan kulia 

kerj a lapangan. 

Sebagai Mahasiswa tentu dituntut rnampu memabami dan 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah kedalarn dunia kerja. Dengan 

pembekalan teori dan ilmu yang didapat dalam kelas tidak cukup untuk 

membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan lain. Dan tujuan pelaksanaan 

Kuliah Kerja Lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan basil yang 

didapat selama belajar di kampus untuk di terapkan di masa yang akan datang 

yaitu didunia kerja. 

BPPRD PROVINSI SUMATRA UT ARA adalah Badan Pengelolaan Pajak 

dan Ret1ibusi Daerah Sumatra Utara yang mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintah Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan 

·nnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Upaya upaya yang 

lah di lakukan BPPRDSU antara lain peningkatan sarana clan prasarana, 

·ngkatan sistem pelayanan , penggunaan teknologi informasi dan 

mgkatan kualitas sumber daya manusia serta penyampaian informasi public . 

ehingga dengan melakukan praktek kulia kerja lapangan di BPPRDSU 

pkan dapat memberikan kesempatan khusus nya bagi penulis untuk 

r:=�rpr asikan ilmu yang di pelajari di bangku kulia. Selain itu adanya 

lli!:!t�ntahuan penulis mengenai BPPPRDSU itu sendiri baik struk-tur 

�E2:1�1Sin� a dan pengelolaannya. 
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1.2 Tujuan kid 

1.2.1 Tuj uan umum 

1 .  menerapkan i lmu pengetah uan dan keterampilan yang di peroleh selama 

perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi I Lembaga I i ndustri 

j uga menelaah apakah terj adi perbedaan 

2. mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri/ i nstansi/ 

lembaga 

3. Melat ih mahasiswa untuk bekerja mandiri dilapangan dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi Lapangan peketjaan yang akan ditekuni 

4. Menambah wawasan mahasiswa tentang kerja  dan manajemen instansi I 

Lembaga I industry 

1.2.2. Tuj uan khusus 

1 .  Menambah Wawasan Mahasiswa 

2. Membina H ubungan baik Antra Kampus Dengan Instansi I 

Lembaga I Industri Penyedia Kesempatan Ma.gang 

3 .  Meningkatkan Kualitas Mahasiswa 

1.3. PROFIL BPPRD SUMATRA UT A RA 

A Sejarah 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Awalnya berada dalam koordinasi 

Biro keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya 

Terdapat Bag ian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Sur at Keputusan 

Gubemur Daerah t ingkat I Sumatera utara Nomor 1 02/ II/ GSU tanggal 6 Maret 

1 9 73 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Setwilda Tingkat l Sumatera Utara, 

Biro Keuangan bembah menj adi Direktorat Keuangan sejak Tanggal 1 6  mei 

1 973 .Dengan demikian Bag ian Pajak dan Pendapatan j uga berubah menjadi sub 

Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat keuangan. 
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Pada tanggal 2 1  Maret  1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah 

ditingkatkan rnenjadi Direktorat Pendapatan daerah. Perubahan Sub Direktorat 

Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Surnatera Utara Nornor 1 37/II/ GSU tanggal 2 1  Maret 1 975 

sebagai t indat lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri N omor 

Finmat7/15/3/74 tanggal 7 november 1974 . 

Pada tanggal 3 l Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah 

menjadi [)jnas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan 

daerahmenjadi Dinas Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara. Nomor 4 Ta.hLm 1976 dan Smat 1reputusan Gub mur l epala 

Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KU.PD 3/12/43 tentang 

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 

September 1975. 

Selanjutny Di.nas Pendapatan Daerah ( Dispenda) telah berevolusi menjadi 

Badan Penge lolaan Pajakdan Retr ibusi Daerah ( BP2RD). Revolusi wajah ini  

terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2 0 16 pada tangga] 20 

desember 20 16 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2016 pada tangga l  27 

Desember 20 1 6, Dinas pendapatan Provinsi Sumatera utara tel ah resmi berganti 

nama rnenj adi Badan pengelolaan pajak dan Retr ibusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan narna BP2RD. 

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 

ayat(l) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 20 1 6  tentang Perangkat Daerah, 

sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan 

perangkat Daerah provinsi Surnatera utara. BP2RD tetap rnenjalankan fungsi dan 

tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu,  yakni menj adi penyelenggara fungsi 

penunjang b idang keuangan pada sub bidang pengelolaan pajak dan Retribusi 

Dae rah. 

Tugas BP2RD memi l iki fungsinya masmg- masmg, seperti 

menyelenggarakan koordinasi, fas i l itasi , monitoring, evalu.asi dan pengendalian 
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pelaksanaan kebijakan kepala Daerah dibidang pengelolaan Pajak dan retribusi 

Daerah, penyelenggaraan pengelolaan bahan I data m1tuk penyempumaan 

pengelolahan bahan I data untuk penyempurnaan dan penyesunan kebijakan 

sesuai standar dala:rn urusan pengelolaan pajak dai1 Retribusi Daerah, serta 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubemur, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

B. Tugas pokok dan :fungsi organisasi 

Badan Pengelolaan pajak dan retribusi Daerah pro insi Sumatera utara 

dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur sumatera utara melalui sekretaris Daerah 

provinsi Sumatera utara. berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 

22 tahun 20 17 tentang Tugas , Fungsi, uraian Tugas dan Tata kerja Badan 

pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Provinsi sumatera utara adalah 

melaksanakan urusan pemerintah Da.erah dibidang pajak dan Retribusi Daerah 

serta pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan pengelolaan pajak dan 

Retribusi Daerah provinsi Sumatera utara menyelenggarakan fungsi: 

1 .  Penyelenggaran koordinasi, fasilitas, monitoring evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang 

apengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/ data untuk 

penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar 

dalam urusan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah 

3 .  Pembinaan dan pelaksanaan tu.gas dalam bidang pengelolaan 

pajak dan Retribusi Daerah 

4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai 

dengan tu.gas dan fongsinya 
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C. Tujuan dan sasaran Organisasi 

Penetapan t uj uan dan sasaran diclasarkan pada inderrtifikasi faktor -faktor 

kunci keberhasilan ( Critical Succes factor). Penetapan tuj uan akan mengarah 

kepada perumusan sasaran kebijakan , program dan kegiatan. Sasaran 

menggambarkan hal hal yang ingin di capai melalui t indakan t indakan terfokus 

yang bersifat spesifik, terinci , terukur , dan dapat dicapai .  

Tuj uan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Prov insi Swnatera 

utara adalah : 

1 .  Meningkatkan penermman Surnber Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

2. Meningkatkan k ual itas Apratur dalam pemberdayaan potensi Daerah 

sebagai Sumber berpenerimaan daerah 

3. Meningkatkan k ualit as pelayanan 

Sedangkan sasaran Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Prov insi 

Sumatera utara adalah: 

1. Terwuj udnya penerimaan claerah yang optimal 

2. Bertambahnya j um lah personi l  Badan pengelo laan Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi Sumatera utara yang memi liki kemarnpuan dan kemauan 

untuk menggali  potensi Pendapatan daerah 

3 .  Bertambalmya jumlah potensi objek dan subjek pajak dan Retribusi 

Daerah 

. truktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah bagaimana pekerjaan di bagi, dikelompokkan, 

dikoordinasikan Secara fonnaL Struktur organisasi merupakan salah satu 

a yang di gunak an manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran 

·an dari strategi Organisasi secara kesel uruhan, logis kalau strategi dan 

.rm harus terkait erat .  Struktur hams mengikuti strategi . j ika manajemen 
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melakukan perubahan signifikan dalam strategi orgamsasmya. Struktur juga 

dimodifikasi untuJc menampug dan mendukung perubahan ini. 

Berdasarkan peraturan Gubemur Sumatera utara Nomor 39 tahun 20 16 

tentang susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspek:torat Daerah Provinsi 

Sumatera utara , Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Surnatera utara memiliki struktur Organisasi sebagai berikut: 
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BAGAN ORGANISASI UPT PIP 

BADAN PENGELOLAAN P AJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI SUMA TERA 
UT ARA 

-· KASI PENYUJUHAN · 
PENDAPATAN DAERAH 

,,• 
KEPALA UPT PIP 

8 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAGAN SAMSAT 

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI 

SUMATRA UTARA 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Disipli n  Pegawai Negeri Sipil 

1 .  Pengertian D isipl in 

Disipl in  merupakan perilaku yang terbentuk dar i  basil l atihan untuk se lalu 

mematuhi aturan tata tertib yang t lah dit ntukan. M nurut Admodiwirjo (2000: 

235), disiplin adalah set iap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada 

rnasa rnendatang dengan rnenggunakan hukum clan ganjaran.  

Menurut Nawawi (2001: 182): Disiplin dalam hubungannya dengan moral 

kerja dia1iikan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran terh dap 

ketentuan yang telah disetujui bersama agar pemberian hukuman dapat dih indari. 

Disiplin merupakan sikap yang tercennin dalam perbuatan tingkah laku 

perorangan, kelompok atau masyarakat bempa kepatuhan terhadap berbagai 

peraturan dan ketentuan yang ditentukan pemerintah atau eti k, nonna, dan kai dah 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Menumt Nawawi (200 1 :  1 86), disiplin pegawai adalah sikap mental 

pegawai yang tercermin daJam perilaku melaksanakan semua peraturan atau 

ketentuan yang telah ditetapkan organisasi atau pemerintah, dan mengh indar i  

pelanggaran- pelanggaran terhadap semua peraturan atau ketentuan sehingga 

hukuman atau sanksi terhadap Pegawai akan dapat dih indari atau t idak terjadi. 9 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka yang dimaksud dengan disiplin dalam 

pene liti an i ni adalah suatu s ikap menta.l yang dimiliki oleh pegawai untuk menaati 

segala peraturan atau ketentuan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh organisasi/ 

na yang bersangkutan atau pemerintah. 

Unsur-Unsur Uisiplio 

Menumt Nawawi (200 1: 183), Unsur-unsur disipl in  mel iputi ;  
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a. Sikap mental, artinya adalah adanya sikap mental yang tercermin  dari 

perbuatan seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta 

menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang 

tel ah ditetapkan. 

b. A lat ukur, artinya adalah adanya alat ukur seperti wak:tu, tugas, pekerjaan 

dan l arangan-larangan yang dituangkan dalam peraturan. 

c. Sangsi atau hukuman, artinya adanya sangsi atau hukuman yang diberikan 

kepada pelanggar peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. 

Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan disip l in kerja menurut Hasibuan 

(2002: 2 1 4), meliputi: 

a. Tttjuan, yakni adanya tttjuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi 

b. Kemampuan, yakni adanya kemampuan dari setiap subs istem dalam 

organisasi yang akan melaksanakannya 

c. Teladan pemimpin, yakni adanya teladan atau contoh dari p1mpman 

orgamsas1 

d. Balas j asa, yakni adanya jarninan akan irnbalan materi dari apa yang 

dikerjakan 

e. Keadilan, yakni adanya prinsip keadilan yang didasarkan pada persamaan 

dan kesatuan dalam organisasi 

f. Sank:si hukuman, adanya seperangkat sank:si atau hukuman yang akan 

diberikan pada orang yang melanggar peraturan 

g. Ketegasan, yakni adanya s ikap tegas dari pimpinan dalam rne laksanakan 

disiplin dalam organi sasi 

h. Komunikasi, yakni adanya proses komuni kasi dan hubungan yang bai k  

antar sesama subsitem yang berinteraksi d i  dalam organisasi. 

Menurut Suradinata (2003: 150), disipl in  mencakup kepatuhan, ketaatan dan 

kesetiaan pegawai pada ketentuan, peraturan atau nonna yang berlaku. 

Disiplin merupakan unsur pengikat dan integrasi yaitu merupakan kekuatan 

yang dapat memaksa pegawai untuk mematuhi peraturan serta prosedur kerja 

yang ditetapkan. 

Menurut Hariandj a  (2002: 31) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan 

untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, yaitu sebag ai berikut: 
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a. Disipl in preventi f D isiplin preventif merupakan tindakan yang dilakukan 

untuk mendorong pegawai mentaati standar dan peraturan sehingga tidak 

terjadi pelanggaran, atau bersifat mencegah tanpa ada pemaksaan sehingga 

menciptakan disiplin diri. 

b. D i s iplin korektif Disiplin korektif adalah tindakan mencegah agar 

pelanggaran tidak terulang lagi, dengan tujuan memperbaiki perilaku yang 

melanggar aturan, mencegah orang lain melakukan tindakan serupa dan 

mempertahankan standar kelornpok secara konsisten . 

c. Di siplin  progresif Disipl i n  progresif yaitu pemberian kesempatan untuk 

memperbaiki kesalahan atau pelanggaran, sehingga pengulangan terhadap 

kesalahan yang sarna akan mendapat sanksi yang lebih berat. Hubungan 

antara pegawai dengan organisasi dalam konteks disipilin kerja  adalah 

hubungan yang dinamis, t imbal balik  dan dapat terjadi saling pertukaran 

antara kontribusi dan penggantian yang diterima. Tindakan disiplin d:ipakai 

oleh organisasi untuk menghukum pegawai yang melanggar aturan-aturan 

kerja  atau harapan-harapan organi sasi. 

3. Disipliu Pegawai Negeri SipiI 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat 11 o leh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu 

jabatan negeri atau diserahi tugas negara l ainnya yang ditetapkan berdasarkan 

esuatu perundang- undangan dan digaj i  menurut perundang-undangan yang 

berlaku PNS berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasi la, UUD 1 945, 

gara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung pengertian 

bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemeri11tah Menurnt Pasal 1 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Talmn 2010, disipli n  PNS adalah kesanggupan 

untuk menaa.ti kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 
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peratura.n perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang bila tidak 

ditaati/dilanggar dijatuhi hukw11an disiplin. 

4. I n<likator Disipl in Pegawai 

Indikator disipilin pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu 

pada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor : 12/Perbup/LU/2010 Tentang 

Disiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, 

yaitu: 

a. Disiplin Waktu 

1) Jam kerja PNS dimulai pukul 07.30 wib dan diakhiri pukul 15.30 wib 

kecuali hari J umat. 

2) Pegawai mengisi buku hadir dengan mencantun1kan jam datang dan jam 

perg1 

3) Pegawai yang terlambat atau meninggalkankan kantor sebelum usai harus 

melapor atau minta izin kepada atasan dan mengisi buku tertib. 

b. Disiplin Kerja dan Administrasi 

1) Setiap pegawai wajib menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu 

2) Setiap pegawai wajib menyelesaikan pekerjaannya secara tepat sasaran 

3) Setiap pegawai wajib menjaga ketertiban administrasi kantor 

4) Setiap pegawai wajib menaati tata tertib kantor 

5) Setiap pegawai wajib menjaga hubungan yang baik dengan sesama 

pegawai dan atasan kantor 

6) Setiap pegawai wajib melayani masyarakat dengan baik 

c. Disiplin Berpakaian 

I) Setiap pegawai wajib menggunakan seragam dinas secara sopan dan bersih 

serta tidak berlebihan 
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2) Pakaian seragam Pegawai - Senin sampai Kamis : pakaian dinas Pegawai 

(hansip/pemda) - Jumat: pakaian batik Lampung 

3) Pegawai hams bersepatu 

4. Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri S ipil PNS yang tidak menaat i 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi 

hukuman disiplin.Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin 

dijatuhi hukuman disiplin. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010: 

( 1)  Tingkat hukuman disi plin terdiri dari: 

a. Hukuman disiplin  ringan; 

b. I-fukuman disiplin sedang; dan 

c. H ukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukwnan disipl in ringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 

a terdiri dari: 

a. Teguran l isan; 

b. Teguran tertuli s; dan 

c. Pernyataan tidak puas secara tertul is .  

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf 

b terdiri dari: 

a Penundaan kenaikan gaj i  berkala selama l (satu) tahun; 

b .  Penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 

c. Penurunan pangkat setingkat l ebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri dari: 
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a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

c. Pembebasan dari jabatan; 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

dan 

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

2.2. Kinerja Pegawai 

1. Pengertia.n Kinerj a Secara etim gi , 

kine:r:ja berasal dari kata dasar "kerja" yang mendapat imbuhan "in" 

(sisipan dalam Bahasa Jawa). Imbuhan "in" di sini mengandung ai.ii "tata", 

kemudian kata ini diserap dalam Bahasa Indonesia, dan kinerja mengandw1g arti 

tata kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004:906), tata bermii aturan, 

kaidah aturan dan susunan, cara menyusun, sistem. 

Menurut Handayaningrat (2004: 19), kinerja adalah cara menjalankan 

tugas dan hasil yang diperoleh. kinerja adalah cara dalam mana suatu tindakan 

atau tugas dilakukan. Kinerja dapat pula diartikan sebagai setiap gerakan, 

perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk 

mencapai suatu tujuan atau target te:rtentu. 

Menurut pendapat Sarwoto (2003:146), dalam pandangan modern, kerja 

dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Kerja itu merupakan aktivitas dasar, dan dijadikan bagian essensial dari. 

kehidupan manusia. b. Kerja itu memberikan status) dan mengikat pada 

individu lain dan rnasyarakat. 

c. Pada umurnnya baik wanita maupun pria menyukai pekerjaan, jadi mereka 

suka bekerja. Jika ada orang yang tidak rnenyukainya maka kesalahannya 

terletak pada kondisi psikologis dan kondisi sosial dari pekerjaan itu dan 

tidak pada kondisi individu yang bersangkutan. 
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d. Insentif kerja  itu banyak sekali bentuknya; diantaranya ialah uang. 

e. M oral pekerja  dan pegawai itu tidak memil ik i  kaitan langsung dengan 

kondisi fisik dan materii l  dari pekerjaan. 

Pekerjaan yang betapapun berat, kotor, dan berbahayanya, akan di laksanakan 

dengan senang hati oleh satu tun kerja yang, memiliki solidaritas kelompok 

yang kokoh dan moral tinggi. Selanj utnya memu-ut AS. Moenir (2000:4) 

ditinjau dari segi organisasi, pekerjaan digolongkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pekerjaan yang cliorganisir, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang: 

(1) Tunduk terhadap aturan organisasi yang bersangkutan 

(2) Ada analisa, uraian metode, dan hubungan antara pekerjaan itu 

(3) Satu dengan yang lain sal ing tergantung dan terikat 

( 4) Terbagi pada beberapa orang atau kelompok orang 

(5) Pada umumnya hasil akhir merupakan gabungan kesatuan dari berbagai 

j enis pekerjaan 

(6) Hasi l peke1jaan atau jerih payah tidak secara langsung dapat dinikmati 

oleh pekerja yang besangkutan. 

(7) M enimbulkan dampak terhadap pemberian gaji ,  upah, dan seJemsnya 

yang merupakan penghasilan untuk pemangku pekerjaan yang bersangkutan 

b. Pekerjaan bebas, tidak terorganisir mempunyai sifat-sifat pokok: 

( 1) Tidak terikat oleh aturan tertentu kecual i nom1a sosial yang umum. 

(2) Biasanya berbentuk tunggal tidak tergantung pada hasil pekerjaan lain. 

(3) Hasil peke1jaan atau jerih payah dapat langsung dinikmati sendiri 

Berdasarkan pengertian clan batasan kinerja di atas maka yang dimaksud 

dengan kinerja dalarn penelitian ini adalah cara seseorang atau pegawai 

dalam menjalanl an tugas atau pekerjaan tertentu yang diarahkan untuk 

mencapai tujua:n atau target sebagaima:na telah ditetapkan oleh pemerintahan. 
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2. Indikator Kinerj a  Pegawai Kiner:ja pegawai menunjukk:an adanya 

kesesuaian atau kecocokan antara kemampuan rang dimiliki oleh bi rokrasi 

dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan 

dengan kebutu.han t ugas merupakan yarat terbentuknya aparatur yang 

profesional . Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan 

tuj uan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Profesional isme merupakan 

cermin  dari kemampuan ( competensi), yaitu memil iki pengetahuan 

(knowledge), keterampilam (skil l ), bisa melakukan (abil ity) ditunjang 1 6  

dengan pengalarnan (experience) yang tidak m ungkin rnuncul tiba-tiba tanpa 

melalui pe:i:jalanan waktu. Menurut Sedannayanti (2002: 50-55 ), beberapa 

indikator kine1ja  pegawai adalah sebagai berikut: 

a. Perfonnansi Aparatur Performansi (performance) dapat diartikan menjadi 

prestasi kerj a, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasi l  

kerj a/penampilan ke1:ja Performance merupakan hasi l  atau kel uaran dari suatu 

proses yang lebih menekankan pada individu. Performansi mempunyai 

hubungan erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang 

t inggi dalam suatu organisasi .  Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya 

untuk mengadakan peni lai an terhadap kinerj a  di suatu organisasi merupakan 

hal penting. 

b .  Akuntabilitas Aparatur Akuntabilitas adalah kewaj iban untuk memberikan 

pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yan g  

memil iki hak atau kewenangan tmtuk meminta pertanggung 

j awaban/keterangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

( 1 )  Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

(2) Harus merupakan suatu s istem yang dapat menjamin penggunaan sumber

sumber daya secara konsisten dengan sesuai peraturan perundang-undangan. 
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(3) Harns dapat menunjukan t ingkat pencapaian uuuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan 

( 4) Harns berorientasi pada pencapaian visi dan mi si serta basi l dan manfaat 

yang diperoleh 

(5)  Harns j uj ur, obyekti f, transparan, dan inovatif sebagai katal isator 

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran 

metode clan teknik  pengukuran kinerja  dan penyusunan laporan akuntabil i tas. 

c. Responsibi litas Aparatur Profesionalisme aparatur dala:rn hubungannya 

dengan organisasi pub lik digambarkan sebagai bentuk kemampuan untuk 

mengenal i kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan 

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik esuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau di sebut dengan i st i lah 

responsivitas. Setiap aparat hams responsible atas pelaksanaan tl1gastugasnya 

secara efektif, yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas- 1 7  tugas 

dengan baik dan lancar, mengelolanya dengan profesional dan pelaksanaan 

berbagai peran yang dapat dipercaya. 

d. Loyali tas Aparatur Loyalitas aparatur yang berkaitan dengan karakteristik 

sosok profesionalisme adalah kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, 

pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Kesetiaan tersebut terkait satt1 sama l ain  

dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu j enis kesetiaan 

tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Setiap aparatur hams mampu 

menampilkan loyalitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Loyalitas in i  tidak 

memandang tingkatan kepada s iapa diberikan. Prioritas diberikan kepacla 

kewaj ibannya sebagai aparatur. Loyalitas berkaitan dengan kemampuan 

mempertanggung jawabkan tugas pekerjaan, daya tanggap. Selain itu 

loyal i tas t idak membeda-bedakan pemberian pelayanan atas dasar golongan 

tertentu. 

e. Kompetensi Aparatur Kompetensi adalah suatu sifat dasar seseorang yang 

dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara. 

Ketidak samaan dalam kompetensi-kompetensi ini lah yang membedakan 
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seseorang perilaku unggul dari peri laku yang berprestasi rata-rata. Untuk 

mencapai kinerja sekedar cukup atau rata-rata diperlukan kompetensi batas 

tau kompetensi esensial. Kompetensi batas dan kompetensi istimewa 

tertentu mempakan pola atau pedoman dalam pemilihan pegawa1, 

perencanaan pengalihan tugas dan peni laian k inerja. 

C. Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja  Pegawai Menurut Hasibuan (2002: 

1 4 1 )  disipl in kerj a  sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan peke1jaan, karena 

kedisiplinan dipergunakan untuk menggambarkan suasana keseluruhan yang 

dirasakan pegawai dalam organi sasi .  D i  ipl in kerja merupakan tabiat atau 

s ikap pegawai dalam bekerja  apabi la pegawai memi l iki disiplin kerja  yang 

tinggi maka k inerjanya pun akan semakin tinggi . Disiplin merupakan suatu 

kondis i  yang tercipta dan terbentuk melalui prose dari serangkaian perilaku 

yang menunj ukkan ni lai-ni lai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketenteraman, 

keteraturan, dan ketertiban. 

Dis ipl in kerja  menunj ukkan adanya kesadaran, kemauan dan kesediaan 

kerj a  orang lain agar dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan 

nonna yang berlaku, kesadaaran ke1ja adalah sikap sukarela dan merupakan 

panggil an akan tugas dan tanggung j awab bagi seorang pegawai . Pegawai 

akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan bukan 

mematuhi tugasnya i tu dengan paksaan. Kesediaan kerja adalah suatu s ikap 

peri l aku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan tugas pokok sebagai 

seorang pegawai. Pegawai harus memil ik i  prinsip dan memaksimalkan 

potensi kerj a, agar pegawai lain mengikutinya sehingga dapat menanamkan 

jiwa disiplin sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Menurnt pendapat 

Hariandj a  (2002: 1 3), kedisipl inan kerja Pegawai Negeri Sipi l  (PNS) pada 

instansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kine1ja  PNS tersebut 

sesum dengan tugas pokok dan fungsinya. Artinya apabila PNS 

meningkatkan kedisiplinan mereka dalam bekerja  maka kinerja merekapun 

akan mengalami peningkatan dalam mencapai tuj uan i nstansinya masing

masing. Semakin besar tingkat kedisipl inan kerja pegawai maka akan 

semakin besar pula kemungkinan tercapainya tujuan organisasi . Pengukuran 
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disi pl in  kerja  dalam penelitian i ni mengikuti Peraturan B upati Lampung 

Utara Nomor : 1 2/Perbup/LU/20 1 0  Tentang Disipin Kerj a  PNS di 

Lingkungan Pernerintahan Kabupaten Lampung Utara, yang meliputi disiplin 

waktu, dis ipl in kerja dan administrasi serta disiplin berpakaian. Sementara itu 

penguk:uran kinerja pegawai dalam penelitian i ni meliputi performansi 1 9  

pegawai , akuntabilitas pegawai, responsibi lita pegawai, loyalitas pegawai 

dan kemampuan pegawai . 

D. Satuan Kerja  Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 1  

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat 

daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota 

adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, D inas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 1. Kedudukan, Tugas, 

Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Menurut PP 4 1 /2007 Tentang 

Organi sasi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

a .  Sekretariat Daerah Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang 

mempunyai tugas dan kewaj iban membantu bupati/walikota dalam menyusun 

kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan l embaga teknis daerah. 

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya 

menyelenggarakan fungsi :  

1 )  Penyusunan kebij akan pemerintahan daerah; 

2 )  Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga tekni s  

daerah; 

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 20 

4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 
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5 )  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wal ikota. 

b. Sekretariat Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Sekretariat dewan 

perwakil an rakyat daerah yang selanj utnya disebut sekretariat DPRD 

merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai 

tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan 

tugasnya, menyelenggarakan fungsi : 

1 )  Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 

4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Sek:retariat DPRD dipimpin oleh Sek:retaris Dewan. secara teknis operasional 

b rada di bawah dan bertanggung j awab pada pimpinan DPRD dan secara 

administratif bertanggung j a,vab pada bupati/walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 2 1  

. Inspektorat Inspektornt merupakan un ur  pengawas t enyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yang m empunyai tugas melakukan p ngawasan 

t rhadap pelak anaan urusan pem rintal1ru1 di daerah kabupat n/kota, 

p laksanaan pembinaan atas peny lenggaraan pemerintahan de a d .  n 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan 

tugasnya menyelenggarakan fungsi : 

1 ) Perencanaan program pengawasan; 

2 )  Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan; dan 

I Perneriksaan, pengusutan, penguj ian dan penilaian tugas pengawasan. 
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4 )  Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung j awab l angsung kepada bupati/wal i kota dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari selaetaris daerah. 

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan perencanaan pembangtman 

daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan 

daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

1 )  Perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 

3 )  Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan 

daerah; dan 

4 )  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 22 Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala 

badan yang berkedudu.kan di bawah dan bertanggung j awab kepada 

bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 

e. Dinas Daerah Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan.Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi : 

1 )  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan l ingkup tugasnya; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesua1 dengan 

l ingkup tugasnya 

: 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l i ngkup tugasnya; dan 

) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupat i/wal i kota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di  

bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 
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Pada dinas daerah dapat dibentuk urrit pelaksana teknis dinas untuk meJaksanakan 

�ebai\an keg\atan te\G.1\s operas1ona\ O.anJatau kegiata.n teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

f Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung 

tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan 23 daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah 

dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :  

1 )  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan l ingkup tugasnya 

; 2 )  Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuru 

dengan lingkup tugasnya 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tu.gas se uai dengan l ingkup tuga nya; dan 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/wal ikota se uai dengan tugas 

dan fungsinya. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah 

sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, 

yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah 

sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur tersebut berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Pada 

lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis 

tertentu untuk melaksanakan kegiatan tekni s  operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

g. Kecamatru1 

Kecamatan merupakan wilayah kerja  camat sebagai perangkat daerah kabupaten 

dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dil impahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah. Camat j uga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 

yang meliputi :  

1 )  Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2 )  Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 
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3)  Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang� undangan 

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fas i litas pelayanan ummn 

5) Mengoordinasika11 penye1enggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan 

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

7) Melaksanakan pel ayanan masyarakat yang menj adi ruang l ingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ditetapkan dengan peraturan 

bupati/wal i kota. Kecamatan dipimpin oleh camat, berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretari daerah. Pedoman 

organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat 

pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaha:n di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

h. Kelurahan 

Kelurahan merupakan wil ayah kerj a  lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota dalam \:vi layah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh l urah yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung j awab kepada bupati/walikota melalui 

camat. Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja 

kelurahan diatur sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. 

E. Kerangka Pikir Upaya pemerintah untuk mewuj udkan PNS yang memil i ki 

k inerja  yang optimal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tesebut adalah 

dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan di b idang kepegawaian 

yang mengatur kedudukan, kewaj iban, hak, dan pembinaan pegawai . Penel itian 

ini dil aksanakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin pegawai 

terhadap kinerja pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Indikator 

yang digunakan untuk mengukur disipli n  kerja  pegawai adalah Peraturan Bupati 

Lampung Utara Nomor : 1 2/Perbup/LU/20 1 0  Tentang Disipin Kerj a  PNS di 

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, yang meliputi disiplin 

waktu, disiplin kerja  dan administrasi serta disipl in  berpakaian. 
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Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai adalah teori yang 

dikemukakan oleh Sedannayanti (200 1 : 50-55), bahwa beberapa i ndikator kinerja 

pegawai adalah meliputi performansi aparatur, akuntabil itas aparatur, 

responsibilitas aparatm, loyalitas aparatur dan kompetensi aparatur. 

Kerangka pikir penelitian ini dapat di l ihat pada bagan sebagai berikut: 

Hipotesis Menurut Sugiyono (2003 : 11 2), hipotesis berasal dari Bahasa 

Latin yaitu hypo yang berarti dugaan dan thesis yang berarti dal i l .  Jadi h ipotesis 

adalah dugaan yang rn ungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis merupakan 

suatu pernyataan yang merupakan dugaan sernentara yang bisa benar bisa salah 

yang perlu diuj i  melalui penelitian. Berdasarkan pengertian di ata maka hipotesis 

dalam penelitian i ni adalah: Ho : Tidak ada pengaruh disiplin pega ai terhadap 

k inerj a  pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Ha : Ada pengaruh 

disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai Dinas Tata K.ota Kabupaten Lampung 

Utara Disiplin Kerja  Pegawai (Variabel X) 

a. D isipl in  waktu 

b. Disipl in kerja  dan administrasi 

c. D isiplin pakaian Kinerja Pegawai (Variabel Y) 

a. Performansi pegawai 

b. Akuntabilitas pegawai 

c. Responsibi l i tas pegawai 

d. Loyal itas pegawai 

e. Kemampuan pegawai 
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BAB III 

lVIETODOLOGI PELAKSANAAN l{J(L 

3. 1 .  TEMPAT DAN WAKTU KKJ_, 

Pelaksanakan Kuliah kerj a  Lapangan ( KKL) dilaksanakan di kantor 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara ( BPPRD 

PROVSU ) K antor BPPRD S umatera Utara berada di Jl Serba guna No. 10 

Helvetia, Medan. 

1 .  Waktu pelaksanaan Kulia kerja lapangan ( KKL) Dimulai pada tangga1 1 2  

j ul i  2020 Sid 1 3  agustus 2020. Waktu pelaksanaau Kulia Kerj a  Lapangan 

Dimulai pada puk u l  1 0 . 00 - 1 6. 00 WIB 

3.2. Metod ologi Pelaksanaan KKL 

Tata cara pelaksanakau KKL dimul ai Senin 13 j ul i  2020 

Senin 13 j ul i  2020 pada hari pertama penul i s  melaksanakan Perkenalan kepada 

selurnh kepegawaian di kautor BPPRD Provinsi Sumatera utara 

Selasa , 1 4  j uli 2020 hari sel anjutnya Memfoto Coppy S urat S k  2020 Dan 

Mengarsipkan s urat masuk 2020 sama Mengarsip s urat keluar 2020 

Rabu , 1 5  j ul i  2020 hari selanj utnya Mengantarkan Surat ke ba,gian tata usaha 

Kami s  , 1 6  juli 2020 hari selanj utnya Memfoto coppy Surat S k  2020 dan Menulis 

Agenda s urat masuk 2020 

Jumaat, 1 7  j uli  2020 hari selanj utnya Mengarsip surat masuk , dan mengarsi p  

s urat keluar. 

Sabtu , 1 8  j uli 2020 kantor BPPRD libur 

Senin , 20 j ul i  2020 hari Selanjutnya Mengarsip S urat Masuk 2020 ,dan Memfoto 

Coppy Surat penyuluhan dan mengarsip S urat keluar 

Selasa , 2 1  j ul i 2020 hari selanj utnya Memfoto Coppy Smat S k  , mengarsi pkan 

S urat rnasuk kkl 2020 dan rnengarsi pkn surat rnasuk 2020 
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Rabu , 22 j ul i  2020 Hari Selanjutnya memfoto coppy surat Sk dan mengarsip  

surat masuk 2020 dan mengarsip surat keluar 

Kamis, 23 j ul i  2020 hari selanjutr1ya Mengarsip Surat masuk dan menul i s  Agenda 

Masuk 

Jumaat , 24 juli 2020 hari selanjutnya menyusun berkas dan memfoto coppy surat 

Sk  

Sabtu , 25 j ul i  200 kantor BPPRD l ibur 

Senin , 27 j ul i  2020 hari selanj utnya Memfoto coppy surat izin masuk: , Membuat 

agenda surat masuk , dan Mengarsip  surat tanda trima 20 1 8  

Selasa , 28 j ul i  2020 hari selanj utnya memfoto copy Surat , Mengarsip  surat 

masuk 2020 ,dan mengarsip surat penugasan 

Rabu , 29 j ul i  2020 hari selanj utnya Mernfoto coppy surat izin masuk , Membuat 

l aporan dan Mengarsip surat izin masuk 20 1 9  

Kamis, 3 0  j ul i  2020 hari selanj utnya memfoto coppy surat Sk , mengarsip surat 

SK penempatan 

Jumaat , 3 1  j ul i  2020 l ibur hari raya idul adha 

Sabtu , 0 1  ju l i  2020 l ibur kantor 

Senin , 03 j ul i  2020 hari selanjutnya memfoto coppy surat penyuluhan, mengarsip  

Surat keluar 20 1 9  dan membuat surat agenda masuk 

Selasa , 04 ju l i  2020 hari selanjutnya memfoto coppy surat pengangkatan jabatan 

Rabu , 05 jul i  2020 hari selanj utya menul is  agenda surat masuk: 

Kam is, 06 ju l i  2020 hari selanj utnya mengarsip surat masuk 

Jumaat , 07 j ul i  2020 hari selanjutnya mernfoto coppy surat cuti sakit 

Sabtu , 08 j ul i  2020 Libur 

Senin , 1 0  j ul i  2020 hari selanj utnya menu l i s  surat agenda 

Selasa , 1 1  j ul i  2020 hari selanjutnya memfoto coppy surat izin melahirkan 

Rabu, 12 j ul i  2020 hari selanj utnya memfoto coppy surat pengangkatan jabatan 
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3.3. R angku man pekerjaan yang dilakuka n  Selama KKL 

Penulisan Pengarsipan surat. 

Pengarsipan surat menjadi salah kegiatan penulis yang sering dilakukan , 

penu1 is  selal u  mengarsip surat masuk dan surat keluar, pengarsipan adalah proses 

penyimpanan dan menggelo la  dokumen Arsip 

Membuat Agenda surat 

Buku Agenda mernpakan buk:u suatu yang dipergunakan untuk mencatat 

surat surat masuk dan keluar dalam satu tahun surat masuk yang bisa di tulis di 

Agenda oleh penulis adalah surat masuk. 

Menyusun berkas kepegawaian 

Penulis menyusun berkas atau data seluruh ASN BPPRD Sumatera Utara 

Fotocoppy Surat 

Penul is  j uga sering melakukan foto coppy surat, baik surat Sk , surat 

kenaikan gaji ASN atau surat lainnya 
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3.3. Rangk u m a n  pekerjaa n  yang diJakukan Selama KKL 

Penul i san Pengarsipan surat. 

Pengarsipan surat menj adi salah kegiatan penul i s  yang sering di lakukan , 

penulis selalu mengarsip surat masuk dan surat keluar, pengarsipan adalah proses 

penyimpanan dan menggelola dokumen Arsip 

Membuat Agenda surat 

Buku Agenda merupakan buk:u suatu yang dipergunakan untuk mencatat 

surat surat masuk dan keluar dalam satu tahun surat masuk yang bisa di tulis di 

A genda oleh penulis adalah surat masuk. 

Menyusun berkas kepegawaian 

Penul is menyusun berkas atau data seluruh ASN BPPRD Sumatera Utara 

Fotocoppy Surat 

Penul is  j uga sering melakukan foto coppy surat, baik surat Sk , surat 

kenaikan gaj i ASN atau surat lainnya 
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3.3. Rangkuman pekerjaan yang dilaku kan Seiama KKL 
Penulisan Pengarsipan surat. 

Pengarsipan surat menjadi saJah kegiatan penulis yang sering di lakukan , 
penul i s  selalu m engarsip s urat masuk dan s urat keluar, pengarsipan adalah proses 
penyimpanan dan m enggel ola dokumen Arsip 

Membuat Agenda surat 

Buku Agenda merupakan buku s uatu yang dipergunakan untuk mencatat 
at surat masuk dan kel uar dalam satu tahun s urat mas uk yang bisa di tuli s  d i  

genda oleh penulis adalah surat masuk. 

Menyusun berkas kepegawaian 

nul i s  menyusun berkas atau data seluruh A S N  BPPRD Sumatera Utara 

Fotocoppy S urat 

Penulis j uga sering melak ukan foto coppy s urat, baik s urat S k  , s urat 
�ikan gaji ASN atau surat lainnya 
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BAB IV 

HASJL DAN PEl\!IBAHASAN 

Absensi berbasis onlinne atau e- Absensi djterapkan untuk Aparatur 

S ipi l  Negara ( ASN) di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( 

B PPRD) Provinsi Sumatera Utara. Penerapan e- Anbsensi akan banyak 

memberikan kemudahan , selain terbebas dari antrian , absensi l ebih mudah dan 

cepat dilakukan. Cukup datang kekantor, login , eek lokasi , foto dan jadi memang 

lebih mudah dan cepat. Jadi ASN yang akan melakukan absensi harus datang ke 

kantor atau lokasi tertentu yang telah tetapkan. Absensi tidak dapat dilakukan dari 

rumah atau lokasi lain yang tidak dikenal oleh aplikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Absensi berbasi s  onl inne atau e- Absensi diterapkan untuk Aparatur 

Sipil Negara ( ASN) di kantor Badan Pengelolaan Paj ak dan Retribusi Daerah ( 

BPPRD) Provinsi Surnatera Utara. Penerapan e- Anbsensi akan banya.k 

memberikan kemudahan , selain terbebas dari antrian , absensi lebih mudah dan 

cepat dilakukan. Cukup datang kekantor, login , eek lokasi , foto dan jadi memang 

lebih mudah dan cepat. Jadi ASN yang akan melakuhm absensi harus datang ke 

kantor atau lokasi tertentu yang telah tetapkan . Absensi tidak d apat dilakukan dari 

rumah atau lokasi l ain yang tidak dikenal oleh aplikasi. 

J ika ada upaya menipulasi lokasi ,  hal tersebut akan terdeteksi oleh 

system dan absensinya akan d ibatalkan. e- Absensi juga berbasis foto, ASN yan 

melakukan absensi hams melakukan swafoto. Sehingga absensi tidak dapat di 

wakilkan o leh orang lain. Selain itu e-absensi juga open data ( Transparan) dan 

mter grasi dengan aplikasi lainnya . 

. 1 .  Hasil dnn Pem.balrnssn 

Berdasarkan has i l  observai di kantor Badan pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah B i dang kepegawaian adalah sebagai pusat pelayanan atau tempat 

pelayanan untuk para pegawai , cuti  kenaikan, kenaikan jabatan pegawai dan lain 

-lain. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai 

pengaruh absensi onli ne terhadap tingkat kedisplinan ASN kantor BPPRD 

rovinsi surnatera utara , bahwa selama ini tingkat kinerja  pegawai BPPRD 

-..imatera utara mengalami kemaj uan kedisplinan , pada masa Covid -19 sebagaian 

ra pegawai diharuskan bekerja  dari rumah ( WFH )  guna mengurangi populasi 

gawai di kantor. Hal tersebut pemerintah provms1 sumatera utara harus 

engambil kebijakan soal absensi pegawai ( ASN ) sehingga cara absensi 

gawai di ganti dari penggunaan absensi manual menjadi E- absensi ( Absensi 

l ine ), E- Absensi berbasis onl ine akan diterapkan untuk Aparatur Sipil Negara 
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( ASN ) di l ingkungan pemerintah provinsi sumatera uta.ra . penerapan E� Absensi 

merupakan Absen online dengan menggunakan aplikasi yang k:emudian para ASN 

harus : 

1 .  Melakukan Pengisian Username masmg � masing ASN ( Pegawai) 

dikolom pertama dan kemudian mengisi  pasword 

2. Kemudian ASN melakukan foto ( Selvie) secara pribadi dengan 

menampakan waj ah dan memakai label Nama 

3 .  Di Aplikasi atasan bisa melihat kehadiran PNS , dan b isa mel ihat status 

kehadiran pegawainya contohnya seperti tugas l uar izin , cuti sakit , dan cuti 

melahirkan 
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( ASN ) di l ingkm1gan pemerintah provinsi sumatera utara . pe11erapan E- Abse11si 

merupakan Absen online dengan menggunakan aplikasi yang kemudian para ASN 

harus: 

l .  Melakukan Pengisian Usemame masmg � masing ASN ( Pegawai) 

dikolom pertama dan kemudian mengisi pasword 

2 .  Kemudian ASN melakukan foto ( Selvie) secara pribadi dengan 

menampakan wajah dan memakai label Nama 

3 .  Di  Aplikasi atasan bisa melihat kehadiran PNS , dan bisa melihat status 

kehadiran pegawainya contohnya seperti tugas luar izin , cuti sakit , dan c uti 

melahirkan 

? Kelebihan Absensi bisa langsung rnemantau kehadiran pegawai , memantau 

lokasi Absen i makan pegawai ASN tidak bisa berbohong . 

»- Kelemahan absensi online tingkat 1 ehadiran bisa di l ihat o leh atasam1ya ( 

boss) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



\ ASN ) di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara . penerapan E� Absensi 

merupakan Absen online dengan menggunakan aplikasi yang k:emudian para A N 

harus: 

1 .  Melakukan Pengisian Usemame masing � masing ASN ( Pegawai) 

dikolom pertama dan kemudian mengisi pasword 

2. Kemudian ASN melakukan foto ( Selvie) secara pribadi dengan 

rnenarnpakan wajah dan rnernakai label Nama 

3 .  Di  Aplikasi atasan bisa melihat kehadiran PNS , dan bisa melihat status 

kehadiran pegawainya contohnya seperti tugas l uar izin , cuti sakit , dan cuti 

melahirkan 

;;;. Kelebihan Absensi b i sa langsung memantau kehadiran pegawai , memantau 

lokasi Absen i makan pegawai ASN tidak bisa berbohong. 

r Kelemahan absensi on l ine ti ngkat 1 ehadiran bisa di l ihat oleh ata am1ya ( 

boss) 

Absensi onl i ne di lakukan pada j am 06 : 3 1  WIB dan pada jam 1 6 :00 

WIB , apabi la para pegawai t idak melakukan absensi secara tepat sesuai dengan 

waktunya makan akan mendaptkan sanksi seperti potongan gaj i  0,25 % , untuk 

keterlambatan potongannya 0,50 % . selanjutnya keterlambatan selama 60 menit 

di potong 1 % untuk keterlambatan di atas 60 menit di potong 25 %. 

untuk pri l aku kerja pegawai mernpunyai sanksi berat dalam l bulan t idak 

melakukan rekaman absensi akan di t indak l anj uti dengan surat peringatan di 

sampaikan kepada pihak yang bersangkutan tidak memindahkan surat peringatan 

untuk yang telah di sampaikan , maka surat dari OPD ( organi sasi perangkkat 

daerah ) melanjutkan ke kantor B kD ( badan kepegawaian daerah ) selanjutnya 

BKD yang menentukan surat sanksi  yang bersangkutan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 .  Kesimpula n  

Absensi merupakan salah satu kegiatan yang di  l akukan setiap pegawai di  

kantor BPPRD Sumatera utara tmtuk menentukan kenaikan penghasi lan dan 

jabatan . Dengan di bangunnya apl ikasi absensi pegawai dapat mempermudah 

pengelolaan infonnasi absensi pegawai bagi bagiaan kepegawaian 

5.2. Saran 

Suatu pembuatan si stem infonnasi absens i  pegawai ASN di kantor BPPRD 

sehingga keberadaannya bisa lebih mempermudah pegawai ,  data data pegawai 

dan absensi leb ih  aman . ketepatan dan kelengkapan data dapat dijadikan dari 

program yang dibangun untuk mempercepat proses dalam pembuatan Iaporan 

absensi. Dengan adanya perancangan aplikasi Absensi pegawai ini dapat memicu 

pengembang lainnyaa untuk berinovasi dalam merancang s istem sistem yg lain . 
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LAMPIRAN 
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